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PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkembangan demokrasi di Indonesia pada era Reformasi bergerak dengan
sangat cepat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah guna mendukung
perkembangan demokrasi tersebut. Amandemen terhadap UUD 1945 merupakan
salah satu upaya pemeriniah dalam menegakkan demokrasi di Indqnesia yang
salah satu hasilnya ialah pembentukan Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga
yang terbentuk dari konstitusi yang demokratis, Mahkamah Konstitusi diberikan
kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Hal
tersebut bertujuan untuk menegakkan demokrasi konstitusional yang coba
dibangun pada era Reformasi saat ini.

Keputusan Mahkamah Konstitusi memperbolehkan calon perseorangan dalam
pilkada merupakan perwujudan negara hukum demokrasi karena memberikan
kepastian hukum dan menjamin hak-hak asasi setiap warga negara. Putusan
tersebut merupakan salah satu bentuk perkembangan demokrasi karena
memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara Indonesia untuk
menggunakan hak-hak politiknya yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945,
yaitu hak yang sama di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam
Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar

1945.
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Melihat perkembangan demokrasi yang terjadi di Indonesia pada era
Reformasi yang berlangsung dengan sangat cepat, maka Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang memperbolehkan Calon Perseorangan
mencalonkan diri dalam pelaksanaan pilkada merupakan salah satu faktor
pendorong terjadinya perkembangan demokrasi di Indonesia tersebut. Dengan
putusan tersebut, perkembangan demokrasi dapat dirasakan langsung oleh setiap

warga negara Indonesia, yaitu kebebasan untuk menggunakan hak politiknya.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis ingin

memberikan saran kepada beberapa pihak antara lain sebagai berikut:

1) Untuk pemerintah, agar segera mengeluarkan peraturan perundang-undangan
yang mengakomodir calon perseorangan dalam pelaksanaan pilkada agar
momentum perkembangan demokrasi di Indonesia yang telah dimulai oleh
Mahkamah Konstitusi dapat terus berjalan. Wujud peraturan perundang-
undangan yang menurut penulis tepat untuk mengakomodir kepentingan calon
perseorangan dalam pilkada ialah peraturan pemerintah pengganti undang-
undang (Perpu) sebagai salah satu cara agar calon perseorangan dapat dengan
segera diaplikasikan dalam pelaksanaan pilkada dan untuk mencegah
terjadinya tarik-menarik kepentingan oleh partai politik yang dapat
menggagalkan usaha tersebut. Selain itu, Perpu merupakan produk hukum

yang bertuyjuan mengisi kekosongan hukum dalam keadaan mendesak



2)

3)
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mengingat proses pembuatannya yang tidak terlalu lama dan tidak banyak
terjadi tarik-menarik kepentingan politik dalam proses pembuatannya.

Untuk Mahkamah Konstitusi, agar sebaiknya para Hakim Konstitusi tidak
hanya beranggotakan para ahli di bidang hukum, tetapi juga para ahli di
bidang-bidang lainnya, seperti ahli politik, ekonomi, sosial dan budaya,
mengingat aspek-aspek yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar
1945 tidak hanya mengatur masalah hukum, tetapi juga mengatur masalah
politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan.

Untuk partai politik, agar lebih demokratis dalam rekrutmen politik dalam hal
pengisian jabatan politik sehingga citra partai politik menjadi lebih demokratis

dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
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